



Responsibility of States for
InteroatioBaHy Wrongful Acts1
Konsep (Concept)
Responsibility of Statis ]of '"International^ wrongful acts
dibentuk oleh International ]law Commission (ILC), suatu komisi di
dalatn badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Responsibility of
States for Internationally wrong/hi acts merupakan suatu bentuk
sumber hukuin internasional yang pennbentukannya dilatarbelakangi
oleh beberapa peniikiran scperti perkcmbangan hukum
internasiona!, yang kernudmn datani perkernbangannya dikaitkan
dengan ada atau tidaknya suatu komunitas internasiona], serta
peniikiran dan kelangsungan akan keberadaan hukum internasional
itu sendiri. Sebagai salan satu sumber hukum internasional
Responsibility of States for Internationally -wrongful acts disusun
dalarn bentuk kodifikasi lex lota yang dituangkan da!am beatuk
laporan dan ILC.
Responsibility of States for Internationally wrongful acts
berisikan pasal-pasal yang
terlalu detii. Kondisi tersebut tclah direncanakan oleh ILC agar
Responsibility of States for Internationally wrongful acts dapat
menjadi dasar yang kuat un iuk perkembangan hukuin internasional
di rnasa yang akan datan; oleh karena banyaknya perubahan-
perubahan yang mungkin tenadi di dunia internasional.
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Latar Belakang (Backgro send)
Peinbahasan mengenai Responsibility of States for
Internationally wrongful
hingga 2001 oleh ILC.
acts telah dilakukan sejak 1949/1950
Dalam perkembangannya, pembahasan
inengenai Responsibility of States for Internationally wrongful acts
dapat dibagi menjadi dua periode waktu, yakni sebelum tahun 1996
dan setelah 1996.
Pada periode waktu sebelum 1996, pembahasan mengenai
Responsibility of States for Internationally wrongful acts telah
menjadi agenda bagi ILC.
1949/1950. Pada waktu itu
Pembahasan tersebiit diagendakan
, datam agendanya ILC membatasi ruang
lingkup pembahasan mengmai international responsibility of States
for internationally wrongfitl acts disamping pembahasan mengenai
the international responsibility of international organizations.
Kemudian, pembahasan yang dilakukan mengenai international
responsibility of States for internationally wrongful acts dipusatkan
untuk membahas prinsip-prinsip tangung jawab internasional yang
dilmiHki oleh suatu r.egara
Pada periode waktu se telah 1996, pembahasan yaiig dilakukan
dalan? periode waktu int ielah mernasukt sesi yang ke-48. Dalam
sesi yang dilakukan pada 1996 ;ni, yakni 47 tahun kemudian setelah
pembahasan peitama dilakukan, pembahasan mengenai
Responsibility of States for Internationally wrongful acts telah
mernulai pembahasan yai
constituting an internationally wrongful act, the definition of an
internationally wrongful a
consequences resulting from suck an act, and the defences or
excuses that could preclude wrongfitlness, such as distress,
necessity and self-defence,
with rights to reparation
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g bersifat hukum, seperti the elements
% as an international crime or delict, the
the rights of a State that is injured, dealt
(by way of restitution, compensation or
satisfaction), and provided for the possibility of resort to
coimtermeasures* Pemabaiiasan terus berlanjut hingga 200! dimana
draf dari Responsibility of States for Internationally wrongful acts
diserahkan kepada Majdts Umum (General Assembly) PBB.
Hingga Responsibility of States for Internationally wrongful acts
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ditnasukkan dalam lamplan dalam Resolusi Majelis Umum
{General Assembly Resolution} PBB, pada 12 Desember 2001
dalam dokumen A/56/49(Vc I.l)/cofr4.
Keberlaknan {fatty into Force)
Teks Responsibility of Spates ft
ini diadopsi oleh Kornisi
diserahkan kepada General
kerja Kornisi. Kemudian, teks
General Assembly Resolutio i56/83.
^dokumen A/56/49(Y0U)/corr4.
Prinsip Umum {General Principles)
Internationally wrongful acts
dalam sesi ke-53 pertemuannya dan
Assembly sebagai bagian dari Japoran
ini dimasukkan ke dalam Annex dari
, pada 12 Desember 2001 dalam
Dalam Responsibility of States for Internationally Wrongful
Acts terdapat beberapa prinsip umum, yang dijelasakan di dalam
Bab I, Pasal 1, Pasal 2, dan
adalah:
ditentukan bahwa setiap
Pasal 3. Prinsip-prinsip umum tersebut
cor its internationally wrongful actsResponsibility of a StateJ
Prinsip umuin ini diatur dalam Pasal 1. Dalam pasal ini
tmdakan suatu negara yang rnelanggar
hukum intemasional menjadi tanggung jawab dari negara itu
sendiri.
Elements of an internatio nalfy wrongful act of a State
Prinsip umum ini diatiir dalam Pasal 2. Dalam pasal ini
ditentukan bahwa suati tindakan dianggap sebagai suatu
tindakan yang melanggar hukum internasional merupakan suatu
tindakan yang berkaitai dengan hukum internasional dan
dinyatakan merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban
internasional suatu negara.
Characterisation of an at
Prinsip umum ketiga ini
t of a State as internationally wrongful
diatur dalam Pasal 3. Daiain pasal ini
ditentukan mengenai kajakteristik dari tindakan suatu negara
yang dianggap sebagai ti ndakan yang melanggar hukum diatur
dalam hukum internasional.
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dari 4 Bagian dan 59
Responsibility of Stales
Materi Pokok (Main Fea fures)
Responsibility of States for Internationally -wrongful acts terdiri
Pasal. Keselumhan bagian di dalam
for Internationally wrongful acts ini
membahas mengenai tindakan mternasionai yang meianggar hukutn
dari suatu negara, benuk dari tindakan mternasionai yang
meianggar hukum dari suatu negara, penerapan tanggung jawab dari
suatu negara, serta ketentuan umurn.
Daiam Bagian'lTertama dari Responsibility of States for
Internationally wrongful acts, diatur mengenai tindakan
mternasionai yang meianggar hukum dari suatu negara.
Ketentuan tersebut lebih rinci mengatur prinsip urnum dari
tindakan mternasionai yang meianggar hukum dari suatu negara,




meianggar hukum, bentuk-bentuk daii
meianggar hukum, karakteristik dari
yang meianggar hukum; tindakan
pelengkap suatu negara; peianggaran terhadap kewajiban
internasional; tanggung jawab suatu negara terkait dengan
tindakan dari negara lain; dan kondisi penghambat peianggaran.
Bagian ini terbagi lebih rinci dengan ketentuan yang tetah
dijelaskan sebelumn^a ke dalam lima bau. Dalarn bab
pertarnanya, terdapat tiga pasal, yang mengatur mengenai
ketentuan umurn. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1-3, yakni
mengenai Responsibi
wrongfifl acts, dimana setiap tindakan internasional yang
uielanggar hukum yan I diiakukan oleh suatu negara rnerupakan
tanggung jawab intern asional dari negara itu sendiri {Pasal 1);
mengenai Elements of
dimana di datamnyE
tm internationally -wrong/itI act of a state,
diatur bagian-bagian apa saja ysng
termasuk ke dalarn tindakan internasional yang melawan hukum,
seperti apa yang telah Jitentukan dalam hukum internasionat itu
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'ity of a State for its internationally
sendiri serta suatu fcentuk peianggaran terhadap kewajiban
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intemasionai dari sualu negara (Pasal 2); serta mengenai
Characterization of an t \ct of a state as internationally wrongful.,




dimuiai dari Pasal 4-11.
hukum, yakni sesuai dengan ketentuan-
intemasionai (Pasal 3).
keduanya. terdapat ketentuan yang
yang mengatur tnengena; Atribution of
Conduct to a State. Perincian dari bab ini dijelaskan dalam
pasal-pasalnya, seperti diatur mengenai Conduct of organs of a
State (Pasal 4), Cond tct of persons or entities exercising
elements of governmental^ at^hority 4Pasal-5), Conduct of
organs placed at the dh posal of a State by another State (Pasal
6), Excess of authority c r contravention of instructions (Pasal 7),
Conduct directed or controlled by a State (Pasal 8), Conduct
carried out in the absence or default of the official authorities
(Pasal 9), Conduct of an insurrectional or another movement
(Pasal 10), dan Conduc
as its awn {Pasal 11).
Dalam bab kctiganya,
acknowledged and adopted by a State
kewajiban intemasionai
pasal-pasalnya, seperti i
terdapat ketentuan yang dimuiai dari
Pasal 12-15, yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap
Perincian dari bab ini dijelaskan dalam
iatur mengenai Existence of a breach of
an international obligation (Pasal 12), International obligation
in force for a State (Pasal 13), Extension in time of the breach of
an international obligat ion (Pasal 14), dan Breach consisting of
composite act (Pasal 15]
Dalam bab keernpatnys, terdapat ketentuan yang dimuiai dari




iiubungannya dengan tindakan yang
lain. Perincian dari bab ini dijelaskan
i diatur mengenai Aid or assistance in
the commission of an internationally -wrongful act (Pasal 16),
Direction and control
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23); Distress (Pasal 24
terdapat ketentuan yang dimulai dan
mengatur mengenai Circumstances
precluding wrongfitine* s9 yang dapat berupa Consent (Pasal 20),
), Countermeosures in respect of an
internationally wrongful act (Pasal 22), Force Majeur (Pasal
i, Necessity (Pasal 25), Compliance with
peremptory norms (Pasal 26), dan Consequnces of invoking a
circumstance precluding -wrongfulness (Pasal 27).
* Dalarn Sagian Kedua dari Responsibility of States for
Internationally -wrongful acts, diatur mengenai bentuk tindakan
intenasional yang mejanggar hukum dari suatu negara. Di
dalamnya diberikan Ketentuan terperinci mengenai prinsip-
prinsip umumnya sert a bantuan perbaikan bagi pihak yang
terluka, dan pelangaran serius terhadap kewajiban norma-norma
wajib hukum internasiobal umum.
Bagian ini terbagi leHh rinci dengan ketentuan yang telah
dijelaskan sebelumnya kc dalarn tiga bab. Dalam bab
psitamanya, terdapat ;nam pasal, yang mengatur mengenai
ketentuan umum, Ketsntuan yang diatur dalam Pasal 28-33,
consequences of an internationally
28), mengenai Continued duty of
performance (Pasal 2$), serta mengenai Cessation and non-
repition (Pasal 30), mengenai Reparation (Pasal 31), mengenai
Irrelevance on internal law (Pasal 32), dan mengenai Scope of









keduanya, terdapat ketentuan yang
9, yang mengatur mengenai Reparation
dari bab ini dijelaskan dalam pasal-
mengenai Forms of Reparation (Pasal
35), Compensation (Pasal 36),
Indonesian Journal of International Law
Satisfaction (Pasal 37),
the injury (Pasal 39).
Dalam bab ketiganya,
International low Making
Interest (Pasal 38), dan Contribution to
teidapat ketentuan yang dimulai dari
Pasal 40-41, yang mengatur niengenai pelanggaran senus
terbadap kewajiban-kewajiban mcnurut peremptory norms dari
hukum intemasional jang umuin. Perincian dari bab ini
dijelaskan dalani pass 1-pasalnya, seperti diatur inengenai
penerapan dari bagiar ini (Pasal 40) dan konsekuensi-
konsekuensi khusus akibat pelanggaran serius terhadap
kewajiban yang diatur &
Dalam Bagian Ketiga
Internationally wrongfif,
lam bagian ini (Pasal 41).
dari Responsibility of States for
eels? diatur inengenai penerapan dari
tanggung jawab intemasional dari suatu negara. Dalam bab ini
diatur lebih rinci niengenai permintaan pertanggungjawaban
dari suatu negara serta tiijtdakan-tindakan perlawanan.
Bagian ini terbagi lebii rinci dengan ketentuan yang telah
dijelaskan sebelumnya ke dalam dua bab. Dalam bab
pertamanya, terdapat Ujuh pasal, yang mengatur niengenai
Invocation of the Responsibility of a State. Ketentuan yang
diatur dalani Pasal 43-48, yakni niengenai Invocation of
responsibility by an injured State (Pasal 42); niengenai Notice of
claim by an injured State (Pasal 43); niengenai Admissibility of
claims (Pasal 44); mejigenai Loss of the right to invoke
responsibility (Pasal 45)1 mengenai Plurality of injured States
(Pasal 46); niengenai Plurality of responsible States (Pasal 47);
dan niengenai Invocation
an injured State (Pasal 48).
Kemudian, dalani bab
dimulai dari Pasal
of responsibility by a State other than
keduanya, terdapat ketentuan yang
49-54, yang mengatur niengenai
Cauntermessures atau tindakan-tindakan perlawanan. Perincian
dari bab ini dijelaskan
niengenai Object and limits of countermeasure (Pasal 49),
Obligations not affected by countermeasures (Pasal 50),
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(Pasal 53), dan Measures
State (Pasal 54).
51), Conditions relating to resort to
52), Termination of countermeasieres
taken by States other than an injured
• Dalair. Bagian Kecmdat dari Responsibility of States for
fnternationGlfy wroKgfw acts, diatur mengcnai ketcntuan-
ketentuan umurn. Dalam ketentuan-ketentuan umum ini, diatur
lebih rinci lagi mengenai lex specially (Pasal 55), pertanyaan-
peitanyaan tentang tansgung jawab Negara yang tidak diatur
(Pasal 56), tanggung jawab dari organisasi internasiona) (Pasal
^—^^ t^aiifggimg j^awab ptrorangan (Pasal 58), serta Deklarasi
Perserikatan Bangsa-ban'gsa (Pasal 59).
Peratnran Terkait (Related Regulations)
Ketentuan internasiona
Responsibility of States
Charter of United Nations,
lain yang terkait dengan dengan






International Court of Justice- Armed Activities in the
Tarritc ry of the Congo
(Democratic Republic of Congo vs Uganda)2






>, selanjutnya disebut "Mahkamah"
2 International Court of Justit
20Q5.http://www.ici-ciij
e, Suniinaiy of the Judgment of 19 December
,org/dockd/uidex.php?smn=643&codegco&p 1 =3&o2=3
&case=l 16&k=51&p3=5






Latar belakang dan poke k permasalahao
inti dan putusan Mahicamah Internasional (International Court
of JusticeACS) adalah ir enyatakan bahwa Uganda beitanggung
jawab terhadap pelanggaian kedaulatan wilayah Congo selama lima
legal yang dilakukan oleh Uganda di
wilayah Congo antara 1998-2003. Intcrvensi demikian dianggap
(armed aggression) yang beitentangan
dengan hukum internasioual. Putusan ini inemiliki dampak besar
dalam interpretasi hul urn intemasional terhadap konflik
Afrika.
etserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan
buktl-bukti yang terungkap di persidangan, pelanggaran yang
diiakukan oleh Uganda dalam kasus ini bermuta dari langkah
preventif yang dilakukan oleh Uganda dan Rwanda untuk
melindungi wilayah perbatasannya dari kemungkinan efek yang
ditimbulkan dari aktivitas peniberontakan yang bergejolak di Congo
(saat itu niasih bernama Zaire). Langkah ini kemudian
ditindaklanjuti melaiui ke^terl?batan kedua negara tersebut dalam
pembenan bantuan terhadap kekuatan peinberonak Congu yang
menjatuhkan mantan diktator Mobutu Sese Seko dan membawa
Laurent Kabila meraih kekpasaan.
Godaan uotuk inenipeioleh kekayaan alam di Congo-cmas,
intan. dan kayu-kernudian
untuk segera keluar dari
berakhir, namun inereka
mengalihkan komandan pasukan Uganda
wilayah Congo setelah pemberontakan
Tiemutuskan untuk tetap tidak beranjak
dan meneruskan pepeiangan di Congo sebagai bagian dari upaya
rncngeruk kekayaan alam negara tersebut.
Mahkamah kemudian memutus bahwa Uganda telah melanggar
prinsip-prinsip hukum inernasional mengenai penggunaan r.on-
kekerasan dalani hubungan intemasional; (non-use 'of force in
prinsip non-intervensi pereaniaan
kedaulatan (sovereign equality) dari tiap ne^ra yang merupakan
tujuan dan prinsip utama PBB. Mahkamah juga memutuskan
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pelanggaran hukuni humar <iter internasional terhadap okupasi yang
dilakukan di Congo tirnuroleh pasukan Uganda yang menyebabkan
Uganda harus bertanggung jawab untuk melakukan reparasi
keuangan.
Patusan
Dalam putusan yang bersifat final, mengikat, dan tanpa adanya
upaya banding, Mahkamah rnemutus:
1. Menyatakan bahwa Uganda dengan terlibat aktivitas militer di
wilayah Congo, dengai rnelakukan okupasi terhadap wilayah
Ituri, dan dengan mem jerikan du&uhgah miirter, perlengkapan,
ekonomi, dan keuangin terhadap kekuatan pernberonJak di
Congo telah melanggsr prinsip tanpa penggunaan kekerasan
(non-use of force) dan f rinsip non-intervensi;
2. Menyatakan bahwa gugatan Congo terkait dengan pelanggaran
Uganda atas kewajibbimya berdasarkan hukum hak asasi
manusia dan hukum humaniter internasional inenyangkut
intervensi militer Uganda dan Rwanda dapat diterirr.a;
3. Menyatakan bahwa Uganda dengan tindakan yang dilakukan
each militernya rnelal ui pernbunuhan, penyiksaan, ataupun
segala bentuk perlak lan yang tidak rnanusiawi terhadap
penduduk sipil, raengh mcurkan desa dan bangunan sipil, tidak
niembedakan target militer dan sipui, tidak mencegah
peperangan antara peiduduk sipil dan combatants, terlibat
dalam konflik etnis, di n terlibat dalam pelatihan tentara anak,
dan gaga! untuk nielacukan langkaMangkah yang dilakukan
untuk menghormati hak asasi manusia dan hukuni humaniter
internasional di Ituri adalah bertentangan dengan kewajiban
dalarn hukum hak asasi manusia internasional dan hukum
humaniter internasional;
4. Menyatakan bahwa tindakan Uganda dalam merarnpas,
menyerang, dan rnenge Icploitasi sumber daya alam Congo yang
dilakukan oieh anggot; militer Uganda di wilayah Congo dan
kegagalannya menja'2 nkan kewenangan sebagai penguasa
wilayah okupasi di Ituri dalam mencegah peranipasan,





penyerangari, dan efe sploitasi sumber daya alam Congo
melanggar kewajiban t ganda daiam hukum internasional;
5. Menyatakan babwa Uganda rnemiliki kewajiban melakukan
an yang diderita oleb Congo;
6. Menyatakan bahwa apabila kedua negara gagal mengadakan
kesepakatan dalani niepentukan reparasi maka akan ditentukan
oleh Mahkamah;
7. Mcnyaiakan bahwa Uganda tidak mematuhi perintah langah
provisi (provisional measures) dari Mahkamah pada 1 Juti
Menolak keberatan data Congo untuk tidak meneriina gugatan
balik {counter claim) pe rtatna dari Uganda;
9. Menyatakan bahwa gugatan balik dari Uganda ditolak;
JO. Menolak keberatan dari Congo untuk tidak inenerima gugatan
balik {counter claim) kedua dari Uganda menyangkut
pelanggaran Konvensi Wina tentang Hubungan Diploniatik
tahun 1961;
11, Menerima keberaian dari Congo menyangkut penerimaan
sebagian dari gugatan balik {counter claim) Uganda yang terkait
dengan perlakuan tidac layak individu selain dari diplomat
Uganda pada 20 Agustu s 1998 di Ndjili International Airport;
12. Menyatakan bahwa Congo dengan tindakan yang dilakukan
oleh militernya yang in :nyerang kedi'taan Uganda di Kinshasa,
memberikan perlakuan
individu lain di wife
tidak layak terhadap diplomat dan
yah keduataan Uganda, memberikan
perlakukan tidak layal
International Airport,
kedutaan Uganda dan c plomat Uganda, seita kegagalan dalam
mencegah penyitaan ddkumen dan aset Uganda dari kedutaan
Uganda telah melanggar kewajiban internasional sebagaimana





Congo memiiiki kewajiban untuk
; kerugian yang diderita oleh Uganda;
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ipabiia kedua negara gagai dalam
yang diberikan oleh Congo kepada
dilakukan oleh Mahkamah.atcan
Pertimbangan Hnkuin Mahkainah
Mahkamah memberikan peitimbangan hukum untuk menjawab
Hma pennohonar, dari Congo dan gugatan balik {counterclaim} dari
Uganda sebagai berikut.
}. Permohonan pertarna Congo: menyangkut penggunaan
. kekerasan lerhadap Con go
Berdasarkan bukti-butei yang terungkap dalam persidangan,
Mahkamah beipendapat bahwa pada awalnya, periode sebelum
Agustus 1998, Congo tidak
dari Uganda di wilayah
demikian, dalam Victoria
mengeluarkan pernyataan
demikian, apabila pun sebe
persetujuan terhadap keh;
otorisasi atau persetujuan
menolak kehadiran dan aktivitas militer
perbatasan timur Congo. Meskipun
Falls Summit Agustus 1998, Congo
yang menuduh Rwanda dan Uganda
melakukan serangan terhadap wilayahnya yang berdaulat Dengan
uninya Congo melakukan otorisasi atau
diran militer Uganda di wilayahnya,
tersebut telah ditarik selambatnya 8
Agustus 1998, yakni hari pebutupan konferens: (summit) tersebut.
Mahkamah menyataks n bahwa Uganda belurn terbukti
berpartisipasi dalam serangan ke Kitona (yang terletak di bagian
barat Congo, sekitar 1.80C km dari perbatasan Uganda) pada 4
Agustus 1998. Namun cemikian, Mahkamah menilai bahwa
Uganda telah menguasai btberapa iokasi di wilayah timur Congo
dan beberapa wilayah lainiiya antara Agustus 1998 sampai Juli
1999.
Mahkamah menilai bafo /a Lusaka Agreement, the Kampala dan
Harare Disengangement Plans serta Luanda Agreement tidak
(kecuali beberapa pengecua lian menyangkut wilayah perbatasan di
Gunun^ Ruwenzori) nienciptakan persetujuan Congo atau menjadi
landasan yuridis akan kehadiran militer Uganda di wilayahnya pada
periode setelah 1999. Mahkamah menilai bahwa Lusaka Agreement
hanya nienyepakati modi
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s operandi dari para pihak untuk







penarikan seiuruh pasukan asing dari
menerinia argumen Uganda yang
militer di Congo pada periode Agustus
1998 sampai dengan Juli Ip99 sebagai tindakan pembelaan din
{self-dsfense).
amah menyimpulkan bahwa Uganda
telah inelanggar kedaulatan dari wilayah Congo. Tindakan Uganda
menciptakan intervensi unisan doniestik Congo, terutama yang
berkaitan dengan perang saui 3ara yang sedang berkecamuk sa3t ita.
Intervensi .rniliter Uganda secata ilegal ditinjau dari luasnya skala
dan lamanya jangka LW£ktu dianggap Mahkamah sebagai
pelanggaran berat atas pelarangan kekerasan daiam Pasal 4 ayat (4)
Piagam PBB. Meskipun dem ikian, Mahkamah tidak melihat adanya
bukti yang cukup untuk nenyatakan Uganda membentuk dan
rnengontro! gerakan pembe rontak Congo yang bernania Congo
Liberation Movement (MLC).
Selanjutnya, Mahkamah; nenilai apakah Uganda dianggap telah
nielakukan okupasi berdasa'kan internasional sehingga dianggap
memiliki kekuasaan sebagai. belligerent di bcberapa wiiayah Congo.
Daiam hukum kebiasaan internasional, suatu wilayah dianggap
telah diokupasi apabila berada daiam kewenangan suatu kekuatan
beisenjata {hostile army) dan okupasi tersebut hanya mencakup
sebatas wilayah di mana i;ekuatan okupasi dapat menjalankan
{exercising} kekuasaan yang diniiliki {effective occupation). Daiam
kasus ini, tcrdapat bukti yang cukup bahwa Uganda memiliki
kekuasan dan mampu menjs lankar? kekuasaan tersebut di wilayah
Ituri (propinsi barn yang dibs ntuk oleh komandan militer Uganda di
wilayah Congo) sebagai wilayah okupasi. Konsekuensinya,
Mahkamah memberikan tanggung jawab terhadap Uganda atas
segala aktivitas militer yang nelanggar kewajiban internasional dan
atas segala aksi pemberontal :an yang melanggar hak asasi manusia
dan hukum humaniter inteniasional dari siapapun di Ituri, termasuk
keiotnpok pcmberontak yang beitindak untuk kepentingannya
sendiri. Selain itu, Uganda bmanggung jawab atas segala aktivitas
militernya di wilayah Congo, tennasuk kelalaian yang melanggar
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kewajiban dalam hukuin hak asasi manusia internasional dan
hukum hunianiter international.
Pennohonan kedua Cango: Pelanggaran terhadap hukum hak
asasi manusia international dan hukum bumaniter internasional
kasus ini, Mahkamah menilai telah
terkumpul bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa pasukan
milter Uganda dalam melakukan mtervensi iniliter inelakukan aksi
pembunuhan, penyiksaau ataupun segala bentuk perlakuan yang
ridak manusiawi terhada| penduduk sipil, menghancurkan desa dan
bangunan sipil, tidak m;mbedakan target_militer dan sipil, tidak
mencegah peperangan mtara penduduk sipil dan combatants,
teriibat dalam konflik enis, dan teriibat dalam pelatihan tentara
anak, dan gagal untuk m ^ lakukan langkah-langkah yang dilakukan
untuk menghormati haJ; asasi manusia dan hukum humantter
inteniasional di Ituri.
Mahkamah menyatalan bahwa aksi ini bertentangan dengan
kewajiban daiam Hague Regulations of 1907 yang mengikat para
pihak sebagai hukum ke liasaan internasional, serta ketentuan lain
dalam instrunien hak asasi manusia dan hukum humaniter
internasional, yang mana Uganda dan Congo adatah para pihak.
Dengan demikian, Uganda bertanggung jawab dalam hukum
internasional atas pelan^garan hukum asasi manusia dan hukum
hunianiter internasional }ang dilakukan oleh anggota militernya di
wilayah Congo dan gaga] untuk menjalankan kewajiban sebagai
kekuasaan yang melakuk? n okupasi di wilayah Ituri.
Menurut Mahkamah. nieskipun Uganda bertanggung jawab
terhadap aktivitas militer iya di Congo. Mahkamah juga menyadari
konflik yang terjadi ini sangat kcmpieks dan melibatkan tindakan
dari berbagai pihak. Den gan demikian, Mahkamah niengharapkan
seiuruh pihak yang teilibat
langkah-langkah perdamaian
3. Permohonan ketiga: e
dalam konflik untuk mendukung
tidak hanya di wtlayah Congo
melainkan di wilayah g^eaf lakes guna menjamin tegaknya hak
asasi manusia.
csploitasi ilegat dari sumber daya alam
dan pertanggungjawaban Uganda
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Setelah rnemeriksa perkara, Mahkamah berpendapat bahwa
tidak terdapat bukti yang cukup kredibel untuk memutuskan bahwa
kebijakan pernerintah Uganda rnemang ditujukan untuk melakukan
eksploitasi atas kekayaan alam Congo, atau iniervensi niiliter yang
dilakukan oleh Uganda bertujuan untuk mendapatkan akses
terhadap kekayaan alam Congo. Di sisi lain, Mahkamah menilai
bahwa terdapat bukti yang mendukung bahwa tindakan niiliter
Uganda, termasuk pejabat tingginya, niemang terlibat dalam
eksploitasi sumber daya alam Congo dan kekuasaan militer Uganda
tidak nielakukan langkah apspun untuk mencegahnya. " - *--' •
Dengan demikian. Mahkamah berpendapat bahwa Uganda
secara hukurn internasional bertanggung jawab atas tindakan
merampas, naenyerang, dan nielakukan eksploitasi terhadap sumber
daya alam Congo, sehingga melanggar prinsip kelaiaian. Selain itu,
Uganda juga dianggap gagal dalam menjalankan kewajibannya
dalam Pasal 43 Hague Relations of 1907 sebagai kekuatan berkuasa
di wiiayah okupasi Ituri
penyerangan, dan eksploitasi
terkait dengan aksi perampasan,
tersebut
4. Permohonan keempat: Konsekuensi hukuni
pelanggaran kewajiban intemasional Uganda
terhadap
Mahkamah meniJai bahwa Uganda setelah menarik pasukannya
pada Juni 2003 tidak dapat lagi dianggap melakukan pelanggaran
hukuni intemasional. Dengan demikian, tuntutan Congo untuk
menghentikan segala tindakan lanjutan yang melanggar kewajiban
intemasional tidak dapat dipenuhi.
Dalam hal permintaan Congo agar Uganda memberikan jaminan
khusus untuk tidak akan melakukan lagi tindakan yang melanggar
hukuni intemasional, Mahkamah merujuk pada Tripartite
Agreement on Regional Security in (he Great Lakes pada 26
Qktober 2004 antara CongoJ Rwanda, dan Uganda yang dianggap
sudah mcmenuhi tuntutan Congo. Mahkamah berharap selunih
pihak akan menjunjung perjanjian tersebut selain hukuni
inteniasionai secara umum.
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Menyangkut pertanggungjawaban Uganda yang melanggar
kewajiban internasional, Mahkamah menilai bahwa sebagai
kompensasi atas segala tindakan yang nienimbulkan kerugian bagi
Congo atau warga negaranya, Uganda bertanggung jawab untuk
nteJakukan reparasi yanji sifat, bentuk, dan jumiahnya akan
dttentukan keinudian oleh Mahkamah apabila para pihak tidak
sepakat untuk mengadakan perjanjian.
5. Pennohonan keiima: Kepatuhan terhadap putusan Mahkamah
menyangkut langkah sernentara (provisional measures)
Dalam menilai apakah Uganda telah mematuhi putusannya
menyangkut langkah sementara (provisional measures) pada 1 Jufi
2000, dikatakan bahwa Congo tidak memiliki bukti yang cukup
untuk menunjukan bahwa Uganda melakukan tindakan yang
melanggar perintah tersebut Namun dengan bukti yang terungkap
di persidangan bahwa Uganda melanggar hukum hak asasi manusia
intemasionai dan hukum humaniter internasional, disirnpulkan
bahwa Uganda melanggar perintah provisional measures.
6. Menyangkut gugatan balik {counter claims)
Dalam gugatan baliknya yang pertama, Uganda berpendapat
bahwa sejak 1994, nega^ya telah nienjadi korban aktivitas
pasukan bersenjata yang berasal dari Congo, baik pasukan
pemerintahan maupun kckuatan pemberontak. Dalam inenanggapi
hal tersebut, Congo membagi waktu menjadi tiga peridoe untuk
memisahkan beberapa fakta hukum: a. periode sebelum Presiden
Laurent Desire Kabila berkuasa psda Mei 1997; b. periode ketika
Presiden Kabila mulai berkuasa sanipai 2 Agustus 1998, yaitu hari
di mana serangan militer Uganda dtlancarkan; dan c. periode pasca
2 Agustus 1998.
Pada periode pertama, Congo berpendapat bahwa Uganda teiah
mengabaikan haknya untuk merninta pertanggungjawaban terhadap
Congo (saat itu masih
berpendapat bahwa tidak ada satu tindakan Uganda pun yang dapat
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dianggap sebagai pengabaian hak untuk melakukan gugatan balik
diktator Mobutu. Di sisi lain, Uganda
juga tidak mampu niemberikan bukti yang cukup bahwa Zaire
inemberikan dukungan politik dan militer terhadap gerakan
pemberontak anti Uganda. Begitupula pada periods kedua, Uganda
gagal memberikan bukti yang konklusif mengenai dukungan n>ata
Congo terhadap gerakan pemberontakan. Bahkan menunit
Mahkarnah, Congo pada saas itu bekeijasama dengan Uganda untuk
menurnpas pemberontak. Sementara itu, pada periode ketiga, segala
tindakan milker yang dilakukan oleh Congo tidak lain merupakan
aksi pembelaan diri dan invasi militer yang dilakukan oleh Uganda
" " ' - . , • -*~f-. -••"-' .ii=i£—•••'• .-t.-^ I"-"- v --^
sehingga tidak dapat dinyatakan bersalah. Begitupula dukungan
politik dan rniliter dari Congo terhadap gerakan anti Uganda tidak
dapat dibuktikan. Dengan demikian, dalil dalam gugatan balik
pertama ditolak untuk selurunnya.
Daiam gugatan baliknya yang kedua, Uganda mempertanyakan
tentara Congo yang rnenyerang bangunan kedutaan Uganda,
melakukan konsfikast terhadap aset pemenntah-Uganda, diplomat
Uganda, dan warga negara Uganda, serta tidak memperlakukan
dengan Iayak diplomat Uganda di bangunan diplornatik maupun di
bandar udara.
Dalam menjawab pennasalahan ini, Mahkamah akhirnya
mernutuskan bahwa tebh terdapat bukti yang cukup mengenai
serangan militer Congo terhadap diplomat Uganda dan perlakuan
yang tidak Iayak terhadap diplomat Uganda di banguna diplomatik
maupun Bandar udara Ndjili International Airport Dengan
melakukan hal tersebut, Congo dianggap telah melanggar Pasal 22
dan Pasal 29 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.
Begitupula peniindahan paksa aset dan dokurnen pada kedutaan
besar Uganda melanggar hukurn interoasional di bidang hubungan
diplomatik. Fenentuan kemgian dan reparasi yang dibutuhkan
dalarn kasus ini kernudian aikernbalikan pada kesepakatan kedua
negara.
(Muhammad Ajisatria Suleiman}
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International Court of Justice
Application of the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide






:"Serbia~dan Montenegro1 • -'•-- - • ~
: Mahkamafi International (MI)/* International Court
of Justice (ICJ) (selanjutnya disebut "Mahkamah")
Latar Belakang dan Pokok Permasalahan
Kasus Application of me Convention en the Prevention and
Punishment of the Crime ofGenoside (selaiijutnya disebut "Kasus")
niemiliki dampak yang signifikan terhadap perkernbangan hukum
internasional dan berpotensi besar untuk menjadi presedcn bagi
kasus-kasus lain yang diadili pada foruin internasional yang terkait
dengan kejahatan internasional. Inilah kali peitama suatu negara
mengajukan perkara genosida di hadapan organ pengadilan tcrtinggi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni Mahkamah Internasional.
Dengan dcmikian, putusan yang telah dijatuhkankannya menjadikan
satu yurispradensi baru bahwa suatu negara yang melanggar
Konvensi Genosida (1951) dapat dimintai pertanggungjawaban atas
tindakannya.
Inti dari kasus int adalah rnengadili pasukan yang dipimpin o!eh
Jenderal Ratko Mladic yang diduga rnelakukan genosida di
Srebrenica pada tahun 1995. Pada saat itu, Srebrenica yang terlctak
di Bosnia Timur merupakan zona aman di faawah kendali penjaga
perdamaian PBB asal Belanda, di mana pengungsi musHm Bosnia
menggunakan daerah tersebut sebagai tempat pelarian dan
penampungan sementara.
Mladic menyerbu masuk
Ketika tentara Serbia pimpinan Jenderal
dan kemudian meminta agar penjaga
perdamaian PBB menycrahkan warga Bosnia kepada mereka.
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elakukanrnereka tidak dapat m  apapun kecuali rnemenuhi
permintaan tersebut. Secara sistematis kemudian tentara Serbia
membantai habis sekitar 8.000 warga Bosnia setelah sebelurnnya
rnemperkosa ratusan perempuan.
Atas peristiwa tersebut, Bosnia dan Herzegovina mengajukan
gugatan terhadap Serbia dan Montenegro di Mahkamah
Internasionat. Mahkamah kemuuian rnenyatakan bahwa tindakan
yang dilakukan oleh pasukan Serbia pada saai itu dianggap sebagai
Genosida, naniun Serbia sebagai ncgara tidak dapat
dipertanggungjawabkan karena tidaklah secara langsung memiliki
keterlibatan dengan peristiwa tersebut Putusan ini juga meiengknpi
putusan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
(ICTY) yang juga menyatakan tindakan pasukan Mladic sebagai
genosida. Naniun sayangnya perkara di foruni tersebut tidak dapat
diselesaikan karena tersangka uiania genosida, mantan Fresiden
Slobodan Milosevic sudah meninggal terlebih dahulu.
Putusan Mahkamah
Intisari putusan dari Mahkamah yang final, mengikat, dan tidak
dapat dirnintakan banding adalah sebagai berikut:
Menolak keberatan dan tergugat sebagairnana tercaatuni dalam
submissions nya yang terakhir bahwa Mahkamah tidak memiliki
yurisdiksi atas kasus
berdasarkan Article IX
ini. Mahkamah menerima kasus dan
menegaskan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi atas kasus
dari Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide ("Konvensi Genosida")"
4 http://vyww.iei-e».org/docket/index.php?pi=i897&code=bfav&pl=3&D2=3
&p3=6&case=91&fc=f4
5 Article IX Konvensi Genosida menyatakan bahwa, ""Disputes between the
Contracting Parties relating to the interpretation, application orjuljiltment of the
present Convention, including those relating to the responsibility of a State for
genocide or for any of the other acts enumerated in article III, shall be submitted
to the international Court of Justice at the request of any of the parties to the
Dispute."
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serta memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang
diajukan pada 20 Maret 1993 oleh Republik Bosnia dan
Herzegovina;
2. Menyatakan bahwa Serbia dan Montenegro tidak melakukan
tindakan gencsida, haik melaJui organ negara atau individu
yang dengan tin iakannya suatu negara dapat
dipeftanggungjawabkan dalam hukum kebiasaau internasional
karena ineianggar kewajiban dalam Konvensi Genosida;
3. Menyatakan bahwa Serbia dan Montenegro tidak melakukan
konspirasi untuk melakukan tindakan genosida, atau
-msmenntahkan dengan sengaja tindakan genosida yang
melanggar kewajibannya sesuai Konvensi Genosida;
4. Menyatakan bahwa Serbia dan Montenegro tidak turut serta
{complicity dalam melanggar kewajiban negara sesuai Konvensi
Genosia;
5. Menyatakan bahwa Serbia dan Montenegro telah melanggar
kewajiban negara untuk mencegah terjadinya tindakan Genosida
berdasarkan Konvensi Genosida atas tindakan yang terjadi di
Srebrenica pada Juli 1995;
6. Menyatakan bahwa Serbia dan Montenegro telah melanggar
kewajiban negara berdasarkan Konvensi Genosida karena gagal
mernhawa Ratko Mladic, sebagai pihak yang telah terbuk^i
melakukan dan turut sena dalam kegiatan genosida, ke
pengadilan International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia (ICTY) seningga dengan deniikian dianggap tidak
kooperatif dengan ICTY;
7. Menyatakan bahwa Serbia dan Montenegro telah melanggar
kewajibannya untuk mematuhi putusan provisi {provisional
measures} sebagaimana diperintahkan oleh Mahkarnah pada 8
April dan 13 September 1993 pada kasus ini karena dianggap
telah gagal untuk melakukan langkah-langkah untuk mencegah
tindakan genosida di Srebrenica pada bulan Juli 1995;
8. Menyatakan bahwa Serbia dan Montenegro hams segera
melakukan langkah-langkah efektif untuk mematuhi
kewajibannya dalam Konvensi Genosida yang termuat dalam
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Article II6 dari Konverisi dan tindakan lain yang dijabarkan
dalam Article HI,7 dan untuk segera melakukan langkah-langkah
dalam membawa indrvidu yang dituduh melakukan genosida
atau tindakan lain berdasarkan Konvensi Genosida ke hadapan
ICTY dan bekerja sama sccara penuh dengan pengadilan
tersebut;
9. Menyatakan bahwa terkatt dengan pelanggaran kewajiban yang
dilakukan oleb Serbia dan Montenegro di atas sebagaimana
tercanfum dalam butir (5) dan (7), Mahkaniah memutuskan
bahwa Serbia dan Montenegro barus melakukan ganti rugi yang
..,.. layak,jr namun bukaa berupa pembayaran konipensasi;
sedangkan untuk pelanggaran kewajiban pada butir (5), Serbia
dapat niemberikan jaminan bahwa tindakan yang sama tidak
akan teralang kembali.
Perlimbangan Mahkaniah
Dalam niemberikan I putusannya, Mahkamah memiliki
pert imbangan-pertimbangan hukflm sebagai berikut
1. Identiflkasi pihak tergugat
5 Article II Konvensi Genosida menyntakan bahwa, K/iz the present
Convention, genocide means am of the following acts committed -with intent io
destroy, in -whole or in part, a national, ethnical, Facial or religious group, as
such:
(a) Kilting members of the group;
(b} Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to
bring about its physical aestrv&ion in -whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibfy transferring children of the group to another group. "
7 Article in Konvensi Genosida nienyatakan bahwa, "77ie following acts
shall be punishable: \ Genocide;
(b) Conspiracy to commit genocide;
(c) Direct and public incitement to commit genocide;
(d) Attempt to commit genocide; \ Complicity in genocide." \ 5 Nomor 1 Oktober 2097 \3
Jurnal Hokum fraernationaf
Proses pemeriksaan di hadapan Mahkamah pada awalnya
dilakukan terhadap tergugat Republik Federal Yugoslavia (yang
kemudian bernama "Serbia dan Montenegro") yang pada akhimya
kenwdian terpecah kembali mcnjadi dua negara, yaitu Serbia dan
Montenegro. Sejak Montenegro menjadi negara yang merdeka pada
perlu melakukan identifikasi terhadap3 Juni 2006, Mahkamah
Tergugat dalam perkara ini. Setelah melakukan pengamatan
terhadap negara Bosnia dan Herzegovina, Republik Serbia, dan
Republik Montenegro, Mahkamah inenyatakan bahwa Republik
Serbia adalah "satu-satunya-pihak "tergagat dalam perkara ini,
sedangkan Republik Montenegro bukan merupakan pihak.
Meskipun demikian, pertanggungjawaban terhadap tindakan-
tindakan yang disidangksn oleh Mahkamah tetap berada pada
Republik Serbia dan Montenegro.
2. Yurisdiksi Mahkamah |
ii
Selanjutnya Mahkamah memeriksa keberatan Tergugat melatui
2001 initiative mengenai yurisdiksi Mahkamah, yang mana
Tergugat mengajukan Maim bahwa penerimaan Tergugat sebagai
anggota PBB pada tahun 2000 menunjukan bahwa Tergugat belum
menjad: negara anggota PBB pada 1992 sampai 2000 dan demikian
bukan merupakan pihak dari Statute Mahkamah Internasional ketika
kasus ini didaftarkan pada 1993.
Setelah mendengar argumen dari kedua belah pihak, Mahkamah
inenyatakan bahwa sebeliimnya Mahkamah telah meniutus bahwa
Mahkamah memiHki yunsdiksi atas kasus ini dalam putusannya
pada keberatan awal (preliminary objections) \ Juli 1996 dan
nienyatakan bahwa putusan tersebut rnembentuk res judicata.
Maksudnya adalah bahwa putusan itu tidak dapat dibuka kembali
kecuali nieialui revisi sesuai dengan Article 61 dari Statuta
Mahkamah IntcrnasionalJ8 Mahkamah juga berpendapat bahwa
s Datam Article 61 dinyatatcan bahwa:
(I) An application for revision tof a judgment may be made only when it is based
upon the discovery of some fact of suck a nature as to be a decisive factor, which
fad was, when the Judgment was given, unknown to the Court and also to the
i
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Tergugat teiah mengajukan permohonan revisi mengenai putusan
1996 pada tahun 2001
Mahkamah pada putusan
dan permohonan tersebut ditolak oleh
3 Febniari 2003. Dengan deinikian,
Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili kasus ini.
3. Hukuin yang berlaku j
i
Mahkamah selanjutnya menentukan mengenai hukuni yang
berlaku dalam kasus inj bahwa yurisdiksi mahkamah hanya
berdasarkan Article IX dari Konvensi Genosida yang berlaku sejak
9 Desember 1948. Ha! ini berarti Mahkamah memiliki kewenangan
untuk mcniutuskan peianggaran yang menjadi sengketa kasus ini
berdasarkan Konvensi Genosida, namun tidak berdasarkan
peianggaran Iain atas kewajiban hukuni internasional, niisalnya
hukuni yang rnelindungi hak asasi manusia pada saat konflik,
bahkan apabila peianggaran tersebut menyangkut kewajiban
prinsipil yang sudah dianggap scbagai preemptory norms.
Tergugat kemudian berpendapa't bahwa Konvensi Genosida
tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban negara atas tindakan
genosida. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap pasal-pasal
dalam Konvensi Genosida, Mahkamah rnenyatakan bahwa
kewajiban negara untuk mencegah genosida pada Article I secara
implisU juga pelarangan terhadap negara itu sendiri untuk
party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to
negligence;
(2) The proceedings for revisieti shall be opened by a judgment of the Court
expressly recording the existence of the new fact, recognizing that it has such a
character as to lay the case dpen to revision, sad declaring the application
admissible on this ground;
(3) The Court may require previous compliance with the terras of the judgment
before it admits proceeding? in revision;
(4) The application for revision must be made etc latest -within six months of the
discovery of the new fact;
(5) No application for revision may be made after the lapse often years from the
date of the judgment
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meiakukan genosida.9 Dengan demikian, apabila terhadap organ
negara, mdrvidu, atau keiempok yang tindakannya dapat pula
dianggap sebagai tindakan negara, melakukan tindakan genosida
atau tindakan lain dalam Article III Konvensi Genosida, rnaka
negara wajib bertanggungjawab. Mahkamah juga herpendapat
bahwa dalam bal jtersebut, negara dapat diminta
petianggungjawaban atas tindakan genosida atau tunrt serta dalam
tindakan genosida, bahkan apabila tidak ada satu individu pun yang
telah dinyatakan bersaiah melakukan kejahatan tersebut oleh
pengadilan yang berwenang.
Sctelah memeriksa lebih lanjut Konvensi Genosida, Mahkamah
berpendapat bahwa untuk tindakan tertentu dapat dianggap sebagai
genosida, tindakan tersebut hams diikuti dengan niat untuk
rnernbantai suatu grup tertentu yang dilindungi {protected group),
baik sebagian ataupun seluruhnya. Mahkamah rnemberikan
pedoman untuk mernbedakan genosida dengan pembersihan etnis
(ethnic cleansing): apabila pembersihan etnis dapat dilakukan
dengan pernindahan paksa suatu keionipok dan wilayah tertentu,
genosida didefinisikan rnelalui niat untuk rnenghancurkan sebagian
atau seiuruh kelompok itu. Mahkamah rnenyatakan bahwa
kelompok demikian hams! dapat dikategorikan ke dalam suatu
karakteristik positif tertentu: rnisamya kewar^negaraan, ras, atau
agarna. Dengan demikian, Mahkamah menolak definisi negatif dari
kelompok yang diajukan oleh Penggugat sebagai populasi "Non-
Serbia."' Sebaliknya, Mahkamah dalam memeriksa dan mengadiii
kasus mi inenyatakan bahwa kelompok yang menjadi korban
genosida hams didefinisikan sebagai "Muslim Bosnia," bukan
sekedar "Non-Serbia." i
4. Pcmbuktian
Terkait dengan beban pembuktian, Mahkamah berpedoman
pada prinsip dasar bahwa tergugat sebagai pihak yang mengajukan
kasus harus mernbuktikan dalilnya, sementaia setiap pihak yang
9 Dalam Article 1 dinyatakan bahwa, "The Contracting Parties confirm that
genocide, -whether committed in time of peace or in time of war, is a crane ztnder
international taw which they undertake to prevent and to punish."
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mengajukan suatu fakta iharus membuktikao kebenaran fakta
tersebut
Menyangkut standar penibuktian, Mahkamah menyatakan
bahwa tuduhan kejahatan genosida atau tindakan lain sebagaimana
diniaksud dalarn Article \ Konvensi Genosida yang telah
dilakukan hams dapat dibuktikan secara penuh dan konklusif.
Sepanjang pelanggaran menyangkut pertanggungjawaban atas
kewajiban negara untuk mencegah genosida dan untuk rnenghukum
dan meiakukan ekstradisi terhadap pelakunya, Mahkamah
membutuhkan keyakinan lyang tinggi (high level of certainty)
jrnengingat seriusnya tuduhan yang dilayangkan.
Terkait dengan metode penibuktian, Mahkamah akan
menentukan fakta-fakta yang ada berdasarkan bukti yang diberikan
pada persidangan, sementara pula menerima hasil temuan fakta
pada persidangan di | ICTY. Mahkaniah juga akan
mempertimbangkan pernyataan yang telah disepakati bersama
{statement of agreed facts} dan putusan-putusan yang dijaiuhkan
oleh ICTY sepanjang kasus yang berupa pengakuan bersalah (guilty
plea). Mahkaniah juga akan mempertimbangkan sumber
penibuktian lain yang dianggap berharga, misalnya laporan
Sekretaris Jenderal PBB berjudul "The Fall of Srebrenica" yang
dianggap memiliki kekuataii otoritatif.
5. Fakta yang diberikan oleh Penggugat
i
Sebelum memeriksa fakta-fakta yang dituduhkan oleh Bosnia
dan Herzegovina, Mahkaniah sebelumnya meniiai iatar belakang
dari kasus teikait dengan pecahnya Republik Sosialis Federal
Yugoslavia ("Yugoslavia") dan menentukan kategorisasi atas
kejadian yang disengketakan. Mahkaniah kemudian memeriksa
hubungan antara Pemerintahan Yugoslavia dengan otontas
Republik Srpska (yang mana memproklamirkan negaranya sebagai
"Republik Rakyat Serbia dki Bosnia dan Herzegovina" (Republic
of the Serb People of Bosnia and Herzegovina). Mahkamah
berpendapat bahwa Yugoslavia membenkan dukungan milker dan
keuangan kepada Republik Srpska yang sangat menentukan bahwa
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Dengan ini baru kemudian Mahkamah memeriksa fakta-fakta
yang diberikan o!eh Bosnia dan Herzegovina untuk mernutus: (1)
apakah telah terjadi tindakan yang dituduhkan, dan (2) apakah
berdasarkan fakta pada persldangan, terdapat niat dari pelaku untuk
membantai sebagian atau seluruhnya kelompok Muslim Bosnia
Atas dasar \m, Mahkamah inembuat kesunpulan atas fokta-fakta
mcngenai tindakan-tindakan yang dituduhkan apakah dapat
diaiiggap sebagai tindakan yang dilarang berdasarkan Konvensi
Gcnosida. !
Meiryangkut "falling members of the protected group" (Article
II (a) JConyensi Qenosida), Mahkamah berpendapat bahwa telah
terbukti terjadi tindakan pem&antaian massal di seluruh Bosnia dan
Herzegovina sepanjang masa konOik melalui berbagai fakta yang
dapat dilihat di berbagai sumber.Meskipun demikian, Mahkamah
perlu menentukan apakah tindakan demikian diiringi dengan niat
dari pelaku untuk menghancurkan, sebagian atau seluruhnya,
kelompok Muslim Bosnia. Pembantaian massal tersebut juga
sebenarnya dapat pula dianggap sebagai kejahatan perang (war
crimes} ataupun kejahatan j terhadap keinanusiaan (crimes against
humanity) namun Mahkainah tidak memiliki yurisdiksi untuk
meroutus perkara tersebut |
Mahkamah kemudian! melanjutkan pemeriksaannya pada
pembantafan di Srebrenica dan memeriksa bukti-bukti yang terkait
dengan peristiwa tersebut, termasuk fakta yang diberikan cleh
ICTY dalarn kasus Krstic dan Blagojevic bahhwa pasukan Serbia di
Bosnia membunuh lebih dari 7000 Muslim Bosnia dalam
penyerangan di Srebrenica pada Juli 1995. Mahkamah memutuskan
bahwa pembunuhan dan tindakan lain yang menycbabkan serangan
fisik dan mental memang telah terjadi. Mahkamah menyatakan
bahwa pasukan inti dari YRS (militer Republik Srpska) memiliki
niat khusus untuk membunuh sebagian warga Muslim Bosnia,
khususnya, Muslim Bosnia di Srebrenica dan berdasarkan hal
tersebut telah terjadi genosida yang dilakukan oleh pasukan VRS di
Srebrenica pada sekitar 13 Juli !995.
Mahkamah kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap
tindakan "causing serious bodily or mental harm to the members of
the protected group" (Article II (b) Konvensi Genosida). Terbukti
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bahwa Muslim Bosnia secara sistetnik rnerupakan korban dari
perlakuan yang tidak layak, pemukuian, pernerkosaan, dan
penyiksaan secara rnassal yang rnenirnbulkan luka yang serius baik
fisik maupun mental pada saat konflik berkecamuk. Namun
demikian, Mahkamah tidak dapat rnenentukan apakah terdapat niat
khusus untuk menghancurkan kelornpoK tertentu daiarn aksi-aksi
tersebut
Selanjutnya, Mahkamah rnerneriksa tuduban terhadap tindakan
"deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to
bring about its physical destruction in -whole or inparf (Article II
(c). dari Konvensi Genosida);,Mahkamah rnenentukan babwa
tindakan demikian rnemang telah terbukti, narnun belurn dapat
diternukan niat khusus untuk menghancurkan kelornpok tertentu.
Terkait dengan Article U (d) dan (e) Konvensi Genosida
mengenai "imposing measures to prevent births within the
protected groiqf* dan "forcibly transferring children of the
protected grontp to another group" Mahkamah tidak dapat
rnenentukan apakah tindakan demikian rnemang telah terjadi.
Mahkamah juga kermidian rnenentukan bahwa Tergugat tidak
inemiiiki rencana uniurn untuk melakukan genosida karena tidak
tercanturn dalam Tujuan Strategis 1992 yang dikeluarkan oleh
Republik Srpska. Mahkamah menolak klairn Bosnia dan
Herzegovina bahwa tindbkan-tindakan yang diJakukan oleh
Tergugat daiarn waktu larna dan rnembentuk suatu pola pada suatu
kornunitas yang terfokus pada Muslim Bosnia dapat rnernbuktikan
telah terdapat niat khusus dari Penggugat untuk menghancurkan
sebagian atau selurub keiompok tertentu.
ii
6. Pertanggungjawaban negara terhadap peristiwa Srebrenica
berdasarkan Article III paragraph (a) Konvensi Genosida
Setelah rnemutuskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh
pasukan rni liter Republik
kernudian rnenilai apakah
Srpska adalah genosida, Mahkamah
Tergugat secara hukurn bertanggung
jawab atas tindakan tersebut Berdasarkan fakta yang terkumpui,
Mahkamah berpendapat bahwa tindakan genosida yang dilakukan
di Srebrenica tidak dapat diatribusikan kepada Tergugat
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berdasarkan hukum kebiasaan intemasional mengenai prinsip
pertaoggungjawaban negara. Secara khusus Mahkamah berpendapat
berdasarkan fakta yang ada bahwa tindakan demikian tidak menjadi
tanggung jawab negara ineskipun dilakukan oleh orang atau
leinbaga yang barus dianggap sebagai organ negara. Mahkamah
berpendapat bahwa tindakan genosida tersebut tidak terbukti
dilakukan dengan adanya instniksi atau atas petunjuk langsung dari
Tergugat atau Tergugat meiaksariakan konirol efektif terhadap
operasi militcr yang inelakukan tifidakan genosida tersebut
7. Pertanggungjawaban berdasarkan paragraph (b) sampai dengan
(e) dari Article III Konvensi Genosida "^  '
Mahkamah berpendapat bahwa tindakan sebagaimana tercantuni
dalam paragraph (b) hingga (d) tidak relevan dengan kasus ini.
Sementara itu, untuk tindakan pada paragraph (e) menyangkut turut
serta {complicity) dalam aksi genosida, telah diperoleh bukti yang
sah dan nieyakinkan mengenai terjadinya tindakan genosida di
Srebrenica yang dilakukan melatui kebijakan bantuan dan asistensi
yang diberikan oleh Yugoslavia. Namun satu unsur yang tidak
dapat dibuktikan sehingga tidak melatiirkan kewajiban hukum
adalah bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa
terdapat kesadaran penuh dari Yugoslavia bahwa bantuan yang
diberikan kepada pasukan militer Rcpublik Srpska akan digunakan
untuk nielakukan tindakan genosida.
8. Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran atas kewajiban
untuk mencegah dan menghukum genosida {Article I Konvensi
Genosida) ;
Menyangkut kewajiban untuk mencegah genosida, Mahkamah
menyatakan bahwa antara lain salah satu kewajiban negara untuk
nielakukan tindakan tertentu, bukan hasil tertentu.
Pertanggungjaban tidak terjadi hanya karena genosida tersebut
terjadi, melainkan apabilajsuatu negara gagal untuk nielakukan
langkah-langkah yang diperlukan dalam mencegah genosida dalam
kekuasaannya yang mungkin dapat berpeian dalam pcncegahan
160 Indonesian Journal of International Law
International Law Making
\. Mahkamah juga berpendapat bahwa negara dapat
dipertanggungjawabkan hanya apabUa genosida benar-benar terjadi,
dan dengan demikian Mahkamah hanya akan menilai tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam kaitannya dengan
pembantaan Srebrenica. Pada akhirnya, cukup dibuktikan bahwa
negara sadar, atau seharusnya sadar, bahwa terdapat potensi besar
niengenai tcrjadinya aksi genosida.
Mahkamah menilai bahwa Yugoslavia memiiiki posisi untuk
mempengaruhi populasi Serbia di Bosnia yang rnelaksanakan aksi
genosida di Srebrenica mengingat kekuatan politik, mititer, dan
keuangannya yang saling berhubungan antara Yugoslavia dengan
Republik Srpska dan pasukan militer VRS. Mahkamah juga menilai
bahwa meskipim tidak tersedia informasi di Beograd, Yugoslavia
bahwa terdapat potensi besar terjadinya gencsida, mereka sudah
seharusnya menyadari resiko yang sangat besar terhadap serangan
genosida. Mahkamah berpendapat bahwa pemerintah Yugoslavia
seharusnya melakukan langkah-iangkah yang terbaik (best efforts)
dalam kekuasaan mereka untuk inencoba niencegah terjadinya
peristiwa tragisdalam skala besar ini terjadi. Tergugat ternyata tidak
melakukan langkali apapun untuk rnencegah terjadinya genosida,
ataupun langkah-iangkah setelalmya menyangkut tindakan genosida
yang dilakukan. Dengan demikian, Mahkamah menyimpulkan
bahwa Tergugat tidak meiakukan tindakan apapun untuk niencegah
pembantaian Srebrenica dan oleh karena itu meianggar kewajiban
intemasional berdasarkan Article I Konvensi Genosida.
Menyangkut kewajiban [untuk menghukum pelaku genosida,
Mahkamah nienyatakan berdasarkan Article VI Konvensi Genosida,
setiap negara memiiiki kewajiban untuk bekerjasama dengan "such
penal fribmal as may nave jurisdictiorF dalam kasus yang
bersangkutan, atau dalam hal ini adalah ICTY. Mahkamah
menyatakan bahwa terdapat banyak informast yang menegaskan
bahwa Jenderal Mladic, yang sudah diputus bersalah oleh ICTY
dalam melakukan tindakan genosida sebagai salah satu pelaku
utama pembantaian Srebrehira, bemda paua wilayah Tergugat
dalam beberapa kali kesempatan dan daiam jangka waktu yang
cukup lama beberapa tahunj terakhir, dan bahkan masih berada di
wilayah Tergugat sampai sekarang. Tergugat tidak melakukan
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langkah-langkah yang memadai untuk mencari dan ihenahannya.
Dengan demikian, Mahkamah meniiai telah terdapat cukup bukti
bahwa Tergugat gagal dalam bekerja saina dengan ICTY sehingga
memmbuikan pelanggaran terhadap kewajiban berdasarkan Article
V! Konvensi Oenosida.
9. Pertanggungjawaban alas pelanggaran perintah Mahkamah
mengenai putusan provisi (provisional measures)
Dalam kaitannya dengan pembantaian di Srebrenica pada Juli
WS^^Tergugat %ga^!^untuk mernenuhi kewajiban sebagatmana
tcrmuat dalam perintah Mahkamah pada 8 April 1993 dan
ditegaskan kenibali dalam perintah 13 September 1993 untuk
melakukan segala langkah dalam kekuasaannya untuk mencegah
terjadinya kejahatan genosida dengan sengaja dan untuk
memastikan bahwa setiap organisasi dan individu yang berada
dalam pengarutmya tidak melakukan tindakan genosida.
. -f '
10. Reparasi
Setelah memperoleh putusan, Mahkamah ketnudian mengadili
gugatan Bosnia dan Herzegovina untuk mendapatkan reparasi.
Dalam kaitannya der.gan pelanggaran kewajiban untuk mencegah
genosida, Mahkamah meniiai bahwa karena tidak terbukti bahwa
genosida di Srebrenica dapat dicegah apabila Tergugat melakukan
tindakan untuk mencegahnya, kompensasi iinansial bukan dianggap
sebagai bentuk reparasi yang layak. Mahkamah meniiai bahwa
bentuk kompensasi yang memadai adalah deklarasi dalam klausut
operatif (operative clause) dalam putusan Mahkamah bahwa
Tergugat telah gagal dalam menjalankan kewajibannya untuk
mencegah kejahatan genostda.
Terhadap pelanggaran kewajiban penghukuman bagi para
pelaku genosida, Mahkamah meniiai, dalam klausul operatif
deklarasi, bahwa Tergugat telah mclanggar Konvensi mengenai
Genosida dan Tergugat masih memiliki kewajiban untuk
menyerahkan pelaku genosida ke ICTY. Hal ini merupakan
tindakan reparasi yang memadai. Dengan demikian, terhadap
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putusan provisi. Mahkainah memutuskan untuk rnencantumkan
deklarasi mengenai gagalnya Tergugat dalam mematuhi perintah
Putusan Provisi Mahkainah dalam klausul operatif.
(M. Ajisatria Suleiman)
Kasus Ahmadou Sadio Diallo10
Issae (Pokok Pennasalahan)
Isu utama dari kasus ini berdasarkan Putusan awal Mahkamah
Internasional, adalah berkenaan_^lengan_hak Guinea untuk dapat
niemperkarakan kasus in i j di Mahkamah Intemasional. Dalam
permohonannya, Guinea j menggunakan prinsip perlindungan
berdasarkan substitusi. Berdasarkan prinsip ini, suatu Negara
berhak untuk inelaksanakan perlindungan diplomatik atas nama
nasionalnya, yang haknya telah dilanggar oleh Negara Iain. Adapun
substansi dari kasus ini masih beluin diputuskan oleh Mahkainah
Intemasional dan masih dalam proses.
Para Pihak:
Republik Guinea sebagai Penggugat dan Democratic Republic
of Congo (DRC) sebagai Tergugat
Latar Belakang Masalah
Tuan Ahmadou Sadio Diallo merupakan warganegara Guinea
yang tinggal di DRC sejak tahun 1964. Pada 1974, ia mendirikan
perusahaan Africom-Zaire,. berdasarkan hukurn Zaire (nama lain
DRC pada 1971-1997), dan menjadi manajer dari perusahaan
iersebut Pada 1979; Afiieoih-Zaire dengan 2 pemegang saham lain
mendirikan perusahaan Alricontamers-Zaire, menurut hukurn Zaire,
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yang berspesialisasi dalam transportasi barang meiahii kontainer.
Tahun 1980, kedua pemegang saham Africontainer-Zaire
mengundurkan did sehingga komposisi kepemilikan saham berubah
menjadi 60% milik Africom-Zaire dan 40% milik Taan Diallo.
Tuan Diailo juga kemudian menjadi rnanajer dari Africcntatner-
Zaire. Akhir tahun 29SO kedua perusahaan tersebut melalui Tuan
Diallo sebagai manajer berusaha menarik piutang dari kiien-klien
mereka melalui pengadilan. Pada31 Oktober 1995 Perdana Menteri
Zaire mengeluarkan perintah pengusiran atas Tuan Diallo dengan
aiasan bahwa kehadirannya mcngganggu ketertiban umum di Zaire
terutama dalam bidang ekonomi, fmansial dan moneter. Tuan
Diallo pada 31 Januari 2006 keniudian ditahan dan dideportasi dari
Zaire menuju Guinea. i
Pada 28 Desember 1998, Pemerintah Republik Guinea
mengajukan gugatan terhadap DRC sehubungan dengan
perlakuannya terhadap Waiga Negara Guinea bernama Ahmadou
Sadio Diallo. Dalam gugatannya, Guinea menyatakan bahwa DRC
telah menahan Tuan Diallo tanpa pertimbangan yudisial dan
melanggar hak-hak Tuan Diallo berkenaan dengan the Vienna
Convention OK Consular Relation. DRC juga diklaim telah
membekukan investasi, usaha, serta properti-properti lain milik
Tuan Dialio dan mengusirnya keluar. Guinea mengajukan
gugatannya kc Mahkamah Internasional atas dasar compulsory
jurisdiction dalam Pasal 36 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional.
Dalil Para Pihak:
A. Penggngat
1. Guinea berhak meiaksanakan perlindungan Diplomatik atas hak-
hak Tuan Diallo, sebagai nasional Guinea yang menjadi pemegang
saham dari Africoin-Zaire dan Africontainer-Zaire, yang hak-
haknya dilanggar oieh DRC.
2. Guinea berhak meiaksanakan perlindungan diplomatik atas
dilanggarnya hak-hak perusahaan Africom-Zaire dan Afncontainer-
Zaire, yang dimiliki oleh Tuan Dialio, seorang nasional Guinea.
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B. Tergogat
1. Guinea tidak memiliki dasar hak untuk mengajukan tuntutan
karena hak tersebut dimHiki oleh kedua Perusahaan DRC yang
didirikan Tuan Diallo dan bukan Tuan Diallo sebagai pribadi.
2. Baik Tuan Diallo maupun kedua Perusahaan yang didirikannya
beluni mengupayakan pemenuhan hak mehl-ji jalur hukum nasional
(dengan kata lain tidak ada exhaustion of local remedy).
Fskta-fakta dan Kesimpolan Huknm
Dalam kasus ini Pengadilan menemukan bahwa:
a. Africom-Zaire dan Africontainer-Zaire menipakan badan hukum
berdasarkan hukum DRC dan status Tuan Diallo dalam kedua
perusahaan tersebut adalah sebagai pemegang saham mayoritas
kedua perusahaan.
b. ICJ beranggapan bahwa perkernbangan hukum internasional,
mengakibatkan Pasal 1 Articles on Diplomatic Protection of the
International Law Commission sebagai hukum kebiasaan
intenr.asional, dapat diterjeinahkan sccara luas, dimaaa
perlindungan diplomacik Negara termasuk hak asasi yang dijarnin
sccara internasional. ;
c. DRC teiah melakukan internationally wrongful act sehubungan
dengan perbuatan penahanan dan pengusiran Tuan Diallo dan DRC.
Hak suatu Negara untuk melakukan pengusiran bukan menipakan
hak absolut Negara. Negara dalam melakukan tindakan pengusiran
hams berdasarkan aturan-aturan fundamental dari hukum
internasional.
d. Adanya imsur exhaustion of local remedy dalam kasus Tuan
Diallo beranjak dari fakta bahwa DRC tidak dapat mengajukan
bukti pada Pengadilan bahwa tersedia sistem hukum domestik bagi
Tuan Diallo untuk menuntut pertanggungjawaban sehubungan
tindakan pengusirannya dari wilayah DRC.
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e. Pelanggaran atas direct rights Tuan Diailo sebagai pemegang
saham, menipakan konsekuenst langsung dari peristiwa
pengusirannya dari wilayah DRC.
f. Teori "protection by substitution" menipakan beniuk akhir dari
perlindungan investasi asing. Hai ini berarti Negara dapat
memberikan perlindungan kqpada nasionalnya yang menipakan
pemegang sabam asing, apabila ia tidak dapat bergantung kepada
suatu perjanjian internasional dan tidak ada lagi bentuk
perlindungan lain yang dapat ia gunakan di Negara tujuan
investasinya.
g. Guinea tidak dapat memberikan Perlindungan Diplomatik kepada
Afrieoni-Zaire dan Arncontainer-Zaire sekalipun salah satu
pemegang sahamnya Tuan Oiallo karena kedua perusahaan
didirikan berdasarkan hukunn Zaire sehingga menipakan perusahaan
nasional Zaire. Aturan umurn rnenyangkut kewarganegaraan dengan
jelas rnemisahkan antara badan bukum dengan individu.
Potasan
1. Permohonan Guinea dapat diierima, selama menipakan bentuk
perlindungan atas hak Tuan Diailo sebagai individu dan bak-
haknya secara langsung sebagai pemegang saham (associe) dari
Africom-Zaire dan A&ieontainers-Zaire.
2. Permohonan Guinea mengenai periindungan terhadap Tuan
Diailo, sehubungan dengan tuduhan pelanggaran yang
dilakukan DRC terhadap kedua perusahaan bersangkutan, tidak
dapat diterima.
(Feitty Eacharisti, S.H.)
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